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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR :          /          /PERKIMPLH/TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG


	Menimbang
	:
	a.



b.


c.
	Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, perlu adanya Standar Pelayanan;
Bahwa penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu keputusan; dan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.


	Mengingat
	:
	1.




2.



3.



4.









5.



6.

7.










8.




9.




10.



11.













	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Infonesia Nomor 6037);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	
	

	
KESATU



KEDUA






KETIGA






KEEMPAT
	
:



:





:






:
	
Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang, meliputi :
a. Standar Pelayanan pada Sekretariat;
b. Standar Pelayanan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. Standar Pelayanan pada Bidang Lingkungan Hidup.
Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran I :	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang
	Nomor :	        Tahun 2024
	Tanggal : 23 Oktober 2024


STANDAR PELAYANAN (SP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2024
___________________________________________________________________

A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.
Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
1. Sederhana, Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dan memiliki prosedur yang jelas serta biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Partisipatif, Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas secara bersama-sama untuk mendapatkan keselarasan atas dasar  komitmen atau hasil kesepakatan. 
3. Akuntabel, Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Berkelanjutan, Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. Transparansi, Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Keadilan, Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan untuk dapat memberikan kepastian peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan dari Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang ini adalah :
1. Standar Pelayanan diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih terukur, transparan dan akuntabel serta dapat dirasakan baik oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan.
2. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman, acuan dan tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
3. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

C. JENIS-JENIS STANDAR PELAYANAN
Jenis-jenis Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang ini adalah :
1. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala;
2. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
3. Pelayanan Pengajuan Cuti Pegawai;
4. Pelayanan Pengajuan Pensiun;
5. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perumahan dan Rumah Susun di Kabupaten Bengkayang;
6. Pelayanan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Bengkayang;
7. Pemberian dan Penetapan Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana di Kabupaten Bengkayang;
8. Rekomendasi Persetujuan Lingkungan;
9. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
10. Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi;
11. Rekomendasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). 
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. SK CPNS dan PNS (bagi yang pertama kali);
b. Kenaikan Gaji Berkala dari BKD (bagi yang pertama kali);
c. Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
d. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
e. Daftar Gaji Bulan Terbaru.


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas usulan Kenaikan Gaji Berkala;
2. Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas;
3. SK Kenaikan Gaji Berkala diproses dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang;
4. Penyerahan SK Kenaikan Gaji Berkala kepada pemohon.


	3.
	Waktu Pelayanan
	1-3 Hari Kerja (Jika Berkas Lengkap)

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	SK Kenaikan Gaji Berkala

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : dinasperkimplhbengkayang@gmail.com 
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA :

	- RABUNAH (0812 5565 2083)
- YOHANA PIKI (0857 8726 4418)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BERKALA
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Komputer/Laptop
4. Printer
5. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/D-III/S-1 di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/tata usaha perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait kesejahteraan PNS.
3. Memiliki pengetahuan teknis administrasi cuti pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian dan teknis tata kearsipan.
4. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	2 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Fotocopy SK Pangkat Terakhir (sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir);
b. Fotocopy SK CPNS dan PNS (bagi PNS yang baru pertama kali usul kenaikan pangkat);
c. Fotocopy Karpeg (bagi PNS yang baru pertama kali usul kenaikan pangkat);
d. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir asli dari kampus (bagi PNS yang baru pertama kali usul kenaikan pangkat);
e. Fotocopy SKP 2 Tahun Terakhir;
f. Fotocopy SK Mutasi tempat tugas (bagi yang pernah mutasi);
g. Fotocopy Sertifikat Ujian Dinas (bagi PNS yang naik jenjang II-d ke III-a);
h. Fotocopy SK tugas belajar/izin belajar (Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar/izin belajar);
i. Telah lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Khusus non Fungsional yang dibuktikan dengan Sertifikat Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
j. Sertifikat Uji Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Tertentu;
k. Asli SK Kenaikan Jenjang Pangkat bagi pejabat Fungsional Tertentu;
l. Fotocopy PAK tahun sebelumnya dan lampiran PAK asli terbaru (bagi jabatan fungsional tertentu).


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkat;
2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi berkas;
3. Petugas menyampaikan berkas usulan Kenaikan Pangkat kepada BKPSDM Kab. Bengkayang;
4. Berkas diverifikasi kembali oleh BKPSDM Kabupaten Bengkayang, jika berkas lengkap dan disetujui, maka akan diproses lebih lanjut;
5. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat kepada pemohon.


	3.
	Waktu Pelayanan
	2-3 Bulan

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	SK Kenaikan Pangkat

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : dinasperkimplhbengkayang@gmail.com 
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA :

	- RABUNAH (0812 5565 2083)
- YOHANA PIKI (0857 8726 4418)

	[image: Lambang]




DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara .
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.
e. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.
f. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penunjukan Teknis Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Komputer/Laptop
4. Printer
5. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/D-III/S-1 di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/tata usaha perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait kesejahteraan PNS.
3. Memiliki pengetahuan teknis administrasi cuti pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian dan teknis tata kearsipan.
4. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	2 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN CUTI PEGAWAI
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Formulir Cuti;
b. Surat Keterangan Dokter (untuk cuti sakit);


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan berkas cuti;
2. Berkas diterima dan diverifikasi;
3. Usulan pengajuan cuti diproses dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang;
4. Penyerahan Surat Cuti kepada pemohon.


	3.
	Waktu Pelayanan
	1 Hari

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	Surat Cuti

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : dinasperkimplhbengkayang@gmail.com 
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA :

	- RABUNAH (0812 5565 2083)
- YOHANA PIKI (0857 8726 4418)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN CUTI PEGAWAI
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara .
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Komputer/Laptop
4. Printer
5. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/D-III/S-1 di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/tata usaha perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait kesejahteraan PNS.
3. Memiliki pengetahuan teknis administrasi cuti pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian dan teknis tata kearsipan.
4. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	2 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN PENSIUN
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Persyaratan Penerbitan SK Pensiun BUP :
1. Mengisi Daftar Penerimaan Calon Pensiun;
2. Surat Permintaan Pensiun dari PNS bersangkutan;
3. Fotocopy SK CPNS dan PNS;
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Terakhir;
5. SKP Tahun Terakhir;
6. Fotocopy KK dan KTP suami/istri disahkan oleh pejabat berwenang;
7. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan disahkan oleh pejabat berwenang;
8. Fotocopy NPWP;
9. Fotocopy Rekening Bank;
10. Fotocopy Akta Kelahiran Anak yang masih ditanggung;
11. Surat Keterangan Aktif Kuliah (bagi Anak yang Masih Kuliah diatas 21 tahun);
12. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
13. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Pidana / Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah berkekuatan hukum tetap;
14. Fotocopy Kartu Pegawai, Taspen dan Karis/Karsu;
15. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 15 lembar (Latar merah untuk tahun kelahiran ganjil, dan latar biru untuk tahun kelahiran genap).
b. Persyaratan Penerbitan SK Pensiun Janda/Duda :
1. Mengisi Daftar Penerimaan Calon Pensiun;
2. Surat Permintaan Pensiun dari PNS bersangkutan;
3. Fotocopy SK CPNS dan PNS;
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala Terakhir;
5. SKP Tahun Terakhir;
6. Surat Keterangan Janda/Duda disahkan oleh Pejabat berwenang;
7. Akta Kematian disahkan oleh pejabat berwenang;
8. Fotocopy KK dan KTP disahkan oleh pejabat berwenang;
9. Fotocopy Surat Nikah/Akta Perkawinan disahkan oleh pejabat berwenang;
10. Fotocopy NPWP;
11. Fotocopy Rekening Bank;
12. Fotocopy Akta Kelahiran Anak yang masih ditanggung;
13. Surat Keterangan Aktif Kuliah (bagi Anak yang Masih Kuliah diatas 21 tahun);
14. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat;
15. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Proses Pidana / Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah berkekuatan hukum tetap;
16. Fotocopy Kartu Pegawai, Taspen dan Karis/Karsu;
17. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 15 lembar (Latar merah untuk tahun kelahiran ganjil, dan latar biru untuk tahun kelahiran genap).


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon menyerahkan Berkas Pengajuan Pensiun;
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas; 
3. Petugas menyampaikan Berkas Usulan Pengajuan Pensiun ke BKPSDM Kabupaten Bengkayang.
4. Berkas diverifikasi kembali oleh BKPSDM Kabupaten Bengkayang, jika berkas lengkap dan disetujui akan diproses lebih lanjut;
5. Penyerahan SK Pensiun kepada Pemohon.


	3.
	Waktu Pelayanan
	2-3 Bulan

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	SK Pensiun

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : dinasperkimplhbengkayang@gmail.com 
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA :

	- RABUNAH (0812 5565 2083)
- YOHANA PIKI (0857 8726 4418)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN PENSIUN
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Sekretariat

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/Janda Pegawai.
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara .
c. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS;
d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2011.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/Janda Pegawai.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Komputer/Laptop
4. Printer
5. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SLTA/D-III/S-1 di bidang manajemen perkantoran/administrasi perkantoran/tata usaha perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait kesejahteraan PNS.
3. Memiliki pengetahuan teknis administrasi cuti pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian dan teknis tata kearsipan.
4. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	2 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BENGKAYANG
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a) Surat Permohonan;
b) Fotocopy Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir;
c) Fotocopy PBB dan Lunas PBB tahun berjalan;
d) Fotocopy KTP sesuai nama pada Sertifikat atau Surat Kuasa/Akta Jual Beli jika nama KTP berbeda dengan nama pada Sertifikat;
e) Melampirkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas PUPR;
f) Surat Pernyataan Status Lahan Tidak Dalam Sengketa;
g) Melampirkan Gambar Kerja (Ukuran A3) :
1. Siteplan Perumahan;
2. Siteplan Jaringan Jalan & Drainase;
3. Siteplan PSU/Fasum/Fasos;
4. Siteplan Blok;
5. Detail Jalan & Drainase;
6. Rencana Detail Gerbang Perumahan;
7. Rencana Detail PJU Perumahan;
8. Rencana Detail Fasum/Fasos;
9. Siteplan Kavling Rumah;
10. Denah Rumah;
11. Rencana RTH;
12. Rencana Detail TPS.


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon mengajukan berkas permohonan beserta lampiran kepada Dinas PERKIMPLH; 
2. Berkas permohonan akan diperiksa kelengkapan administrasi dan dicatat dalam buku register;
3. Berkas Permohonan yang telah lengkap dapat diproses dan dilakukan survei pemeriksaan kesesuaian Gambar Siteplan di Lokasi Rencana Perumahan dan Rumah Susun;
4. Penerbitan Berita Acara Survei Lapangan Permohonan Rekomendasi Perumahan dan Rumah Susun;
5. Gambar Siteplan dan Lokasi Rencana Perumahan dan Rumah Susun yang sudah sesuai, selanjutnya diterbitkan Surat Rekomendasi Perumahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PERKIMPLH.

	3.
	Waktu Pelayanan
	7 – 14 Hari Kerja Setelah Survei Pemeriksaan Kesesuaian Gambar Siteplan di Lokasi Rencana Perumahan dan Rumah Susun (Jika Berkas Lengkap dan Sesuai)

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	Surat Rekomendasi Perumahan dan Rumah Susun

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : bidangprkpperkimplh@gmail.com
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA : 

	- M. HEPIANTO, S.T. (0857 5328 9530)
- MARTHA D.A.Y., S.Ars (0856 4314 0429)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PERUMAHAN DAN RUMAH SUSUN DI KABUPATEN BENGKAYANG
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pemberian Layanan Rekomendasi Perumahan dan Rumah Susun di Kabupaten Bengkayang.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Meteran 50 Meter
4. Alat GPS
5. Drone
6. Komputer/Laptop
7. Printer
8. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya S-1 Teknik Sipil/Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Pembangunan Perumahan dan Rumah Susun.
3. Memiliki pengetahuan teknis gambar kerja, material dan konstruksi bangunan.
4. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	4 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
5. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan;
b. Fotocopy KTP pemohon;
c. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha Penyelenggara Perumahan dan Permukiman atau Perubahannya yang Telah Mendapat Pengesahan dari Pejabat yang Berwenang;
d. Fotocopy Sertifikat Tanah Atas Nama Pengembang yang Peruntukkannya sebagai PSU yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 
e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir;
f. Daftar Rincian dan Gambar Rencana Tapak PSU serta detail yang menjelaskan lokasi, jenis, ukuran dan material bangunan PSU yang akan diserahkan;
g. Fotocopy Akta Notaris Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah / Bangunan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
h. Dokumentasi/Foto Fisik PSU yang akan diserahkan.


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon/pengembang mengajukan berkas penyerahan secara administrasi kepada petugas; 
2. Berkas permohonan akan diperiksa kelengkapan administrasi dan jika sudah lengkap akan dicatat dalam buku register;
3. Tim Verifikasi akan melakukan pembahasan dengan pengembang dan melakukan survei fisik PSU yang akan diserahkan;
4. Tim verifikasi akan menerbitkan Berita Acara Survei Lapangan sebagai dasar diterbitkannya dokumen :
a. Perjanjian Antara Bupati dengan Pimpinan Pengembang tentang penyediaan dan penyerahan PSU.
b. Surat Kuasa tentang Pemberian Kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah dan PSU oleh Pengembang kepada Bupati.
c. Berita Acara Serah Terima PSU oleh Bupati dan Pimpinan Pengembang.
5. Dokumen BAST yang asli kemudian akan disimpan oleh Petugas Dinas PERKIMPLH untuk selanjutnya didaftarkan pada Daftar Barang Milik Daerah pada OPD yang membidangi Aset.

	3.
	Waktu Pelayanan
	1-2 Bulan (Jika Berkas Lengkap dan Sesuai)

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	BAST PSU Perumahan

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : bidangprkpperkimplh@gmail.com
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA : 

	- M. HEPIANTO, S.T. (0857 5328 9530)
- MARTHA D.A.Y., S.Ars (0856 4314 0429)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Bengkayang.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. GPS
4. Drone
5. Meteran 50 Meter
6. Komputer/Laptop
7. Printer
8. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya D-III/S-1 Teknik Sipil/Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan aset dan barang milik daerah.
4. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	4 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PEMBERIAN DAN PENETAPAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BENGKAYANG
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Penetapan Status Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Bengkayang oleh Bupati;
b. Surat Permohonan/Proposal dari Camat kepada Bupati Bengkayang yang diusulkan melalui Dinas PERKIMPLH, dengan melampirkan;
1. Fotocopy KTP Calon Penerima Bantuan;
2. Dokumentasi Kerusakan Bangunan Akibat Bencana;

Dengan persyaratan calon penerima bantuan, sebagai berikut :
a. WNI, berdomisili, menempati dan memiliki rumah satu-satunya di lokasi daerah yang terkena bencana;
b. Termasuk kategori MBR yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
c. Memiliki tanah, dibuktikan dengan Sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah yang sah dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat;
d. Belum pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana dari Pemerintah Pusat maupun daerah.


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon/Camat menyampaikan dokumen proposal beserta lampirannya kepada petugas di Bidang PKP Dinas PERKIMPLH;
2. Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan identifikasi serta survei lapangan terhadap kondisi rumah yang terkena bencana;
3. Hasil verifikasi dimusyawarahkan bersama tim verifikasi untuk menentukan jumlah rumah, calon penerima bantuan serta besaran dan jenis bantuan yang akan diberikan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
4. Berdasarkan Berita Acara Musyawarah tersebut, Bupati menetapkan Calon Penerima Bantuan melalui SK Bupati;
5. Penyaluran Bantuan dalam bentuk barang atau jasa dilakukan oleh penyedia barang dan jasa sesuai perjanjian kerja dengan PPK;
6. Tim Dinas PERKIMPLH melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan bantuan;
7. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

	3.
	Waktu Pelayanan
	1-2 Bulan Sejak Terjadi Kerusakan Rumah Akibat Bencana

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana berupa Bahan Bangunan dan Upah Pembangunan Fisik

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat Email : bidangprkpperkimplh@gmail.com
Facebook : Disperkimplh Bengkayang
Unit Layanan Terpadu :
Elapor.bengkayang.go.id

	
	
	CP WA : 

	- AGUSTINUS, SST (0821 5408 3684)
- SEFRIANI RIA, S.T. (0821 5032 2001)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66241).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Bengkayang Nomor 4).
7. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 46 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penetapan Besaran Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana di Kabupaten Bengkayang.


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Komputer/Laptop
4. Printer
5. Cap/Stempel


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya D-III/S-1 Teknik Sipil/Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 Orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Persetujuan Lingkungan;
b. Formulir UKL-UPL, yang melampirkan :
1. Fotokopi profil perusahaan, jika badan usaha;
2. Peta Lokasi Usaha (Menunjukkan arah ke tempat lokasi usaha);
3. Site Plan / Layout Pekerjaan Rona Awal;
4. Uji Sampel Air / Udara dari Laboratorium yang sudah terakreditasi KAN;
5. Akte Pendirian Perusahaan;
6. Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat tanah);
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
8. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan (Ijin Lokasi/Rekomendasi Teknis dari OPD terkait sesuai sektor/bidang usaha/kegiatan)
c. Persetujuan Teknis

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan Dokumen UKL - UPL Kepada Dinas PERKIMPLH;
2. Tim Teknis Bidang Lingkungan Hidup menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi draf dokumen UKL - UPL. Apabila tidak lengkap draf dokumen UKL - UPL dikembalikan ke pemrakarsa disertai bukti pengembalian dokumen, apabila lengkap diterbitkan bukti penerimaan kelengkapan administrasi draf dokumen UKL - UPL;
3. Tim Teknis Bidang Lingkungan Hidup menetapkan jadwal, mempersiapkan penilaian dokumen, membuat surat undangan dan menyampaikan undangan dan draf dokumen UKL - UPL kepada pemrakarsa dan Tim Pemeriksa Dokumen;
4. Rapat Penilaian substansi kesesuaian isi dokumen oleh Tim Teknis Bidang Lingkungan Hidup;
5. Pembuatan Berita Acara (BA) dan Notulensi Rapat;
6. Penyampaian Berita Acara (BA) dan Notulensi kepada Pemrakarsa;
7. Pemrakarsa memperbaiki Dokumen sesuai BA dan Notulensi serta menyampaikan kembali kepada Tim Pemeriksa Dokumen UKL - UPL melalui Dinas PERKIMPLH;
8. Tim Teknis memeriksa Dokumen Perbaikan;
9. Penerbitan Rekomendasi Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).

	3.
	Waktu Pelayanan
	Penerimaan Dokumen Permohonan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai.


	4.
	Biaya/Tarif
	1. Pelayanan Rekomendasi Gratis
2. Rapat pemeriksaan substansi dokumen dibebankan kepada pemrakarsa


	5.
	Produk
	Penerbitan Rekomendasi Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)


	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat email: lhbengkayangkab@gmail.com

	
	
	CP WA : 

	- Hasanudin, SP (081528921462)
- Tri Esti Kurniawati, S.Si (085246695229)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PERSETUJUAN LINGKUNGAN
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup.
f. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  SE.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 Tentang Standar Biaya Pendanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), dan Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Peta RT RW Kab. Bengkayang
4. Alat GPS
5. Komputer/Laptop
6. Printer


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA / D III / S-1 Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan / Pertanian / Kehutanan / Biologi / kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup
3. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	7 (tujuh) orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Persetujuan Teknis;
b. Dokumen Kajian Teknis atau Dokumen Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemrakarsa melakukan penapisan mandiri tentang penyusunan dokumen kajian atau dokumen standar teknis dan persyaratan administrasi lainnya
2. Pemrakarsa mengajukan berkas permohonan Persetujuan Teknis kepada Dinas PERKIMPLH;
3. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerima berkas dan melakukan penilaian kelengkapan dokumen;
4. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerbitkan Berita Acara pemeriksaan kelengkapan administrasi dokumen;
5. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap maka dokumen akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen;
6. Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka akan dilakukan rapat Penilaian Substansi Dokumen oleh Tim Teknis Bidang Lingkungan Hidup;
7. Perbaikan terhadap dokumen dalam hal dokumen dinyatakan kurang lengkap;
8. Apabila dokumen sudah dilakukan perbaikan dan dinyatakan lengkap maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah


	3.
	Waktu Pelayanan
	Penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

	4.
	Biaya/Tarif
	1. Pelayanan Surat Persetujuan Teknis Gratis
2. Rapat pemeriksaan Substansi Dokumen dibebankan kepada pemrakarsa

	5.
	Produk
	Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat email: lhbengkayangkab@gmail.com

	
	
	CP WA : 

	-  Hasanudin, SP (081528921462)
-  Tri Esti Kurniawati, S.Si (085246695229)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Peta RT RW Kab. Bengkayang
4. Alat GPS
5. Komputer/Laptop
6. Printer


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA / D III / S-1 Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan / Pertanian / Kehutanan / Biologi / kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup
3. Keterampilan mengoperasikan komputer.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	7 (tujuh) orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN TEKNIS PEMBUANGAN EMISI
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Persetujuan Teknis
b. Dokumen Kajian Teknis atau Dokumen Standar Teknis Pembuangan Emisi

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	a. Pemrakarsa melakukan penapisan mandiri tentang penyusunan dokumen kajian atau dokumen standar teknis dan persyaratan administrasi lainnya
b. Pemrakarsa mengajuan perkas permohonan Pertek kepada Dinas PERKIMPLH;
c. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerima berkas dan melakukan penilaian kelengkapan dokumen;
d. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerbitkan Berita Acara pemeriksaan kelengkapan dokumen;
e. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap maka dokumen akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen;
f. Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka akan dilakukan rapat Penilaian Substansi Dokumen oleh Tim Teknis Verifikasi
g. Setelah dilakukan rapat penilaian substansi, pihak pemrakarsa melakukan perbaikan terhadap dokumen dalam hal dokumen dinyatakan kurang lengkap;
h. Apabila dokumen sudah dilakukan perbaikan dan dinyatakan lengkap maka akan diterbitkan Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi.

	3.
	Waktu Pelayanan
	Penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

	4.
	Biaya/Tarif
	1. Pelayanan Surat Persetujuan Teknis Gratis
2. Rapat pemeriksaan Substansi Dokumen dibebankan kepada pemrakarsa

	5.
	Produk
	Surat Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Pembuangan Emisi

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat email: lhbengkayangkab@gmail.com

	
	
	CP WA : 

	-  Hasanudin, SP (081528921462)
-  Tri Esti Kurniawati, S.Si (085246695229)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU EMISI
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Mesin dengan Pembakaran 

	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Peta RT RW Kab. Bengkayang
4. Alat GPS
5. Komputer/Laptop
6. Printer


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA / D III / S-1 Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan / Pertanian / Kehutanan / Biologi / kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Lingkungan/Pertanian/Kehutanan/Biologi/kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup
3. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	7 (tujuh) orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 (LIMBAH B3)
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Rincian Teknis LB3
b. Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	a. Pemrakarsa mengajuan perkas permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Kepada Dinas PERKIMPLH
b. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerima berkas dan melakukan penilaian kelengkapan dokumen;
c. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerbitkan Berita Acara pemeriksaan kelengkapan dokumen;
d. Dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap maka dokumen akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen;
e. Apabila dokumen dinyatakan lengkap maka diterbitkan Berita Acara Dokumen Lengkap dan diterbitkan Surat Rekomendasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

	3.
	Waktu Pelayanan
	Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Rekomendasi  Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.


	4.
	Biaya/Tarif
	Tidak Dikenakan Biaya

	5.
	Produk
	Surat Rekomendasi Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat email: lhbengkayangkab@gmail.com

	
	
	CP WA : 

	-  Hasanudin, SP (081528921462)
-  Wanca Aldrianus (08979444394)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 (LIMBAH B3)
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Alat GPS
4. Komputer/Laptop
5. Printer


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA / D III / S-1 Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan / Pertanian / Kehutanan / Biologi / kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup
3. Keterampilan mengoperasikan komputer.


	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	4 (empat) orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)
	No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	A.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan
	a. Surat Permohonan Kelayakan Operasional;
b. Menyampaikan laporan dengan lampiran, berupa :
1. Perizinan Berusaha;
2. Persetujuan Lingkungan;
3. Persetujuan Teknis;
4. Hasil pemantauan Air Limbah/Emisi yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (quality assurance /quatity control) mengenai tata cara uji
Air Limbah; dan
sertifikat registrasi laboratorium lingkungan..


	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemrakarsa menyampaikan permohonan Surat Kelayakan Operasional kepada Dinas PERKIMPLH;
2. Dinas PERKIMPLH melalui Bidang Lingkungan Hidup menerima berkas dan melakukan penilaian kelengkapan dokumen;
3. Verfikasi lapangan dan Berita Acara Verifikasi dengan kesimpulan sesuai atau tidak sesuai Persetujuan Teknis;
4. Dalam hal hasil verfikasi tidak sesuai Persetujuan Teknis, maka menyampaikan arahan:
a. perbaikan sarana dan prasarana;
b. perubahan Persetujuan Teknis dan/atau
Persetujuan Lingkungan; dan/atau
c. jangka waktu perbaikan;
5. Apabila hasil verfikasi sesuai Persetujuan Teknis maka, diberikan Surat Kelayakan Operasional (SLO);


	3.
	Waktu Pelayanan
	3 (tiga) hari kerja sejak diselesaikannya verifikasi dengan hasil Sesuai Persetujuan Teknis

	4.
	Biaya/Tarif
	Gratis

	5.
	Produk
	Surat Kelayakan Operasional (SLO)

	6.
	Pengelolaan Pengaduan
	Alamat email: lhbengkayangkab@gmail.com

	
	
	CP WA : 

	-  Yuli Astria, ST (081240552878)
-  Hasanudin, SP (081528921462)
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DINAS PERKIMPLH
KAB. BENGKAYANG
	STANDAR PELAYANAN
SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO)
	
No. Dok
Revisi 
Tgl.Efektif
	
: SP-PERKIMPLH-A.2
: 00
: 01 Januari 2024

	Unit Kerja
	: Bidang Lingkungan Hidup

	B.
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan


	2.
	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas
	1. Meja Kursi
2. ATK
3. Sarana Transportasi 
4. Alat GPS
5. Komputer/Laptop
6. Printer


	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya SMA / D III / S-1 Teknik Lingkungan / Kesehatan Lingkungan / Pertanian / Kehutanan / Biologi / kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.
2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait Lingkungan Hidup
3. Keterampilan mengoperasikan komputer.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Dilakukan oleh atasan langsung.
2. Dilakukan secara berjenjang.
3. Dilaksanakan secara kontinyu serta konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.


	5.
	Jumlah Pelaksana
	4 (empat) orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP.
2. Petugas layanan memiliki kompetensi yang memadai dan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
3. Petugas melayani dengan BERSAHABAT (Bersih, Sehat, Aman, Hunian Asri, Bersahaja, Akuntabel dan Terukur).
4. Produk layanan yang diberikan dijamin keasliannya dan keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


	7.
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat dan santun.


	8.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi kinerja Pelayanan dilakukan melalui Pengukuran Penerapan 14 Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan sekurang-kurang setiap 1 tahun.
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